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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya  ketidaksesuaian dengan
perkembangan saat ini, perlu dilakukan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dapat dilakukan  jika  berdasarkan evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan;

bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
penyusunan perubahan Rencana Keja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 diperlukan suatu pengaturan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856););

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1
tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor
63);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013
Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 03 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan  Anambas Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2023 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
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Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar
pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan
Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun
2024 adalah dokumen Perubahan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen vyang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA,
adalah dokumen yang memuat Kkebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya  disingkat RKA-PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program/ kegiatan
Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana
APBD.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

Penyusunan Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai
pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dalam
rangka menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan
Daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran
dan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah.



Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024;

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan
penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

BAB III
ISI DAN SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 4
(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan
dukungan pembiayaan dari Pemerintah  Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan
Pemerintah Daerah dengan mendorong pastisipasi
masyarakat untuk percapaian arah pembangunan yang
tepat sasaran.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
bab ini menjelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan dokumen Perubahan
RKPD yang teridiri dari latar belakang,
dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan, serta
sistematika dokumen Perubahan RKPD;

BABII : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun
2024
bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan I
Tahun 2024;

BABIIl : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah
bab ini memuat arah kebijakan ekonomi
Daerah dan arah kebijakan keuangan
Daerah;

BABIV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan
Daerah
bab ini memuat tujuan dan sasaran
pembangunan serta prioritas dan sasaran
pembangunan tahun rencana;

BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
bab ini memuat rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah;
BAB VI : Penutup
(3) Perubahan RKPD Tahun 2024 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB IV
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024 DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN
APBD DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH

Pasal 5
Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 Perubahan RKPD 2024 berfungsi sebagai:
a. pedoman dalam penyusunan KUA Perubahan APBD dan
PPAS; dan
b.pedoman  Perangkat Daerah membuat RKA-PD
berdasarkan Perubahan PPAS.

BAB V
PERUBAHAN RKPD SEBAGAI LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja atas
pelaksanaan RKA yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kinerja tiap-tiap program
kegiatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal |£ Agustus 2024

BUPATI KEPULAUA AMBAS,

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal, |(> Agus

SEKRETARIS DA
KABUPATEN

ULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR Tai
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Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2024

“"PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA, KETAHANAN EKONOMI. SERTA PENGEMBANGAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN TRANSPARAN"
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik, Hidayah, serta Kasih
Sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan, sehingga dokumen Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini

dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan RKPD disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,

Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang mengalami
perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD tetap mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan
pendanaannya. Selanjutnya Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD menjadi dasar
penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Kepada para pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih,
semoga apa Yyang dirumuskan dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi
pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Kepulauan Anambas.

Billahi Taufik Wal Hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tarempa, 16 Agustus 2024
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2024 disusun sebagai landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan dijadikan
pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara tahun 2024. Berdasarkan Pasal 349 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
Perubahan RKPD berisikan (a) pendahuluan; (b) evaluasi hasil triwulan Il tahun berkenaan; (c)
kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; (d) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; (e)

rencana kerja dan pendanaan daerah; (f) penutup.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 berpedoman pada
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan Il tahun berkenaan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5)
disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, berdasarkan Permendagri 86
Tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan, dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahap-tahap penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:
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Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Tahapan ini merupakan awal dari proses penyusunan rancangan perubahan RKPD yang
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan Il tahun berkenaan. Proses-proses
perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup antara lain: analisis ekonomi dan
keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sampai
dengan triwulan Il tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah,
perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, dan

perumusan program, kegiatan beserta pagu indikatif.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
Tahapan ini disusun berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang
telah diverifikasi. Rancangan Akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Penetapan Perubahan RKPD
Penetapan perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ditetapkan

dengan Peraturan Bupati (Perbup) dan diundangkan dalam Berita Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

-2
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10.

11.

12.

13.

14.

Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana

-3
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15.

16.

17.

18.

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas  Tahun 2013 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
Nomor 96).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Perubahan RKPD tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen

perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena perubahan RKPD tahun 2024

disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026,

mengacu pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005-2025, mengacu pada

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan RPJMN tahun 2020-2024. Selain itu, Perubahan RKPD

tahun 2024 juga mengacu dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP tahun

2024) dan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Perubahan RKPD tahun

2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
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dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP). Sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Keja Pemerintah Daerah, substansi perubahan RKPD tahun
2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat Nasional dan dokumen

perencanaan tingkat provinsi.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

adalah:

1. Tersusunnya dokumen perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas yang memadukan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Renstra PD, dan Renja PD.

2. Terdokumentasikannya rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan,
rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan

prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2024

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah
menentukan sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2024 sebagai berikut:
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Bab |

Bab Il

Bab Il

Bab IV

Bab V

Bab VI

Pendahuluan;

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD,
dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD, hubungan antar dokumen
perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan

RKPD.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan Il tahun 2024;
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai

dengan Triwulan Il Tahun 2024.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, dan (2) Arah

kebijakan keuangan daerah.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran

pembangunan daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Menjelaskan tentang rencana kerja program dan kegiatan prioritas. Baik kegiatan
lanjutan tahun 2024, pergeseran kegiatan pada setiap OPD, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,
pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang
tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dianggarkan pada perubahan RKPD tahun 2024.

Penutup;

Merumuskan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen
Perubahan RKPD 2024 serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi
Perubahan RKPD tahun 2024 sebagai acuan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya.
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BAB I
EVALUASI RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il

2.1 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan elemen krusial dalam upaya pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Aspek ini mencakup berbagai layanan yang diberikan
kepada publik, baik berupa barang maupun jasa, dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kualitas pelayanan umum menjadi indikator penting dalam menilai
efektivitas kinerja pemerintah daerah, karena melalui pelayanan ini, pemerintah bertanggung
jawab untuk menjamin akses yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Keberhasilan dalam pelayanan umum juga mencerminkan kemampuan

pemerintah dalam merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara cepat dan tepat.

2.1.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja
penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, salah satunya yaitu bidang urusan
pendidikan. Indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah

sebagai berikut:

PENDIDIKAN

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/ PENDUDUK USIA SEKOLAH

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh mutu pendidikan
penduduknya. Semakin maju tingkat pendidikan penduduk suatu bangsa, maka akan
memberi pengaruh positif pada kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu,
melalui suatu sistem pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik
kota maupun di desa, maka diharapkan kualitas penduduk di Kabupaten Kepulauan

Anambas lebih meningkat.

Sarana pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain 21
Taman Kanak-kanak, 59 Sekolah setingkat SD, 27 Sekolah Setingkat SMP, dan 14 Sekolah
Setingkat SMA. Jumlah tenaga pengajar yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas
berjumlah 1.260 orang dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.264 orang dari berbagai
tingkat pendidikan.

Tabel 11-1
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Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2023

Jenjang Pendidikan

(1) (2 3)
SD/MI 104,48 99,8
SMP/MTs 101,57 83,88
SMA/SMK/MA 93,10 77,67

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024

KESEHATAN

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan
keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu
utama. Puskesmas, puskesmas keliling (darat dan laut) dan puskesmas pembantu
merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk
sampai di pelosok dan pulau-pulau terpencil. Adapun fasilitas kesehatan di Kabupaten

Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11-2
Banyaknya Fasilitas Kesehatan

di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023

Rumah Sakit Rumah Sakit Puskesmas @ Puskesmas Non
Fasilitas Kesehatan

Umum Khusus Rawat Inap Rawat Inap

Jumlah 3 0 5 5

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024

Selain itu, keberadaan tenaga kesehatan yang memadai sangat penting dalam
pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun jumlah

tenaga kesehatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 11-3
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Banyaknya Tenaga Kesehatan

di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023

Tenaga . . Tenaga
Dokter | Dokter Gigi Perawat Bidan .
Kesehatan Kefarmasian

Jumlah 49 6 205 148 27

rSumber: Kabupaten Anambas Dalam Angka 2024

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan
agar persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan
lainnya). Pada tahun 2023, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah
melahirkan dalam setahun terakhir yang terbesar yaitu persalinan yang ditolong oleh
penolong lainnya (77,2 persen), kemudian diikuti oleh persalinan yang ditolong oleh

tenaga kesehatan lainnya, yaitu sebesar 22,8 persen.

Tabel 11-4
Persentase Penolong Persalinan Bayi Menurut Penolong Persalinan

di Kabupaten Kepulauan Anambas 2023

Tenaga

Penolong Persalinan Dokter Bidan Kesehatan Dukun Bersalin

Lain

Persentase 0 0 22,8 0

rSumber.' Kabupaten Anambas Dalam Angka 2024

2.1.1.1 DATA CAPAIAN SPM TAHUN 2023
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang urusan pendidikan tahun 2013
menunjukkan kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas dan akses. Berbagai indikator
utama seperti angka partisipasi sekolah, rasio guru terhadap siswa, serta ketersediaan
sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan peningkatan yang berarti. Pencapaian ini
mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi SPM, yang bertujuan untuk
memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang layak dan bermutu.
Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam pemerataan kualitas

pendidikan, yang terus menjadi fokus perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.
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Tabel II-5
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

Jumlah yang | Jumlah yang

Indikator Capaian %
harus dilayani terlayani
1. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1800 1741 96,72
1) Angka partisipasi sekolah 100 63,69 63,69
2) Peningkatan proporsi jumlah
satuan PAUD yang
o 67 31 45,83%
mendapatkan minimal
akreditasi B
3) pert